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B U P A T I     B A L A N G A N



KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR :  188.45/       /Kum TAHUN 2015


TENTANG

PENETAPAN TIM PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2015


BUPATI BALANGAN

	Menimbang	:
	a. bahwa tim pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan perlu ditetapkan untuk melakukan pendataan dan pelayanan kepada penduduk yang rentan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan Tahun 2015.


	Mengingat	:
	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependududukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015.



	MEMUTUSKAN


	Menetapkan	:

	KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2015


	KESATU	:
	Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


	KEDUA	:
	Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan Camat/Lurah/ Kepala Desa, Kepala Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemasyarakatan setempat;
b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil;
c. Melaksanakan bimbingan teknis pengisian formulir dan surat pernyataan;
d. Melaksanakan pendataan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
e. Membuat laporan secara periodik berdasarkan hasil pendataan.


	KETIGA	:
	Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas wajib menyusun laporan dan rekapitulasi hasil pendataan dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tanggal 1 November dengan tembusan instansi terkait  
 

	KEEMPAT	:
	Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


	KELIMA	:
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015;


	KESEMBILAN	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di	: Paringin
Pada tanggal	:      Oktober 2015

Pj. BUPATI BALANGAN



H. M. HAWARI















Lampiran	:   Keputusan Bupati Balangan
Nomor 188.45/       /Kum TAHUN 2015
Tanggal        Oktober 2015


DAFTAR TIM PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

	No.
	JABATAN DALAM DINAS
	JABATAN DALAM TIM
	HONOR/BULAN (Rp)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Sekretaris Daerah Kab. Balangan
	Ketua
	400.000,-

	2.
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan
	Sekretaris
	300.000,-

	3.
	Sekretaris Dinas DUKCATPIL Kab. Balangan
	Anggota
	300.000,-

	4.
	Kabid Administrasi Kependudukan Dinas DUKCATPIL Kab. Balangan
	Anggota
	300.000,-

	5.
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Balangan
	Anggota
	300.000,-

	6.
	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Balangan
	Anggota
	300.000,-

	7.
	Kasi Pendaftaran Penduduk Dinas DUKCATPIL Kab. Balangan
	Anggota
	300.000,-

	8.
	Kasi Pemutakhiran Data Kependudukan Dinas DUKCATPIL Kab. Balangan
	Anggota
	300.000,-

	9.
	Camat Halong
	Anggota
	300.000,-

	10.
	Camat Batumandi
	Anggota
	300.000,-

	11.
	Camat Paringin
	Anggota
	300.000,-

	12.
	Camat Paringin Selatan
	Anggota
	300.000,-

	13.
	Camat Tebing Tinggi
	Anggota
	300.000,-

	14.
	Staf Bidang Administrasi Kependudukan Dinas DUKCATPIL Kab. Balangan (3 orang)
	Anggota
	300.000,-

	15.
	Kepala Desa/Lurah (6 orang)
	Anggota
	300.000,-




Pj. BUPATI BALANGAN



H. M. HAWARI
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